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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUMLembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yangmendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagainegara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenbahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilanmiliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi.”Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945tersebut di atas,  lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004(perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004(perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970  tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).  Dalam Pasal 13Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi,administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yangberada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, hal inimerupakan titik tolak independensi dari  seluruh jajaran Peradilan yangselama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidangadministrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakimandan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undangKekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut denganPeradilan Satu Atap (One Roof System).Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi,administrasi, dan  finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam
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Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilanmasing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaipenyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Denganperubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agamayang pada saat itu berada di bawah Depertemen Agama yang ditanganioleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung MahkamahAgung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasarbagi peran Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dankeuangan. Pengadilan Agama Mukomuko merupakan lingkunganPeradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksanakekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada di tingkatpertama.Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasilyang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahun secara sistematis dan berkesinambungan denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada padaPengadilan Agama Mukomuko. Rencana strategis ini dijabarkan kedalamprogram yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan dandidukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana sertamemperhitungkan perkembangan lingkungan. Pengadilan AgamaMukomuko baik internal maupun eksternal sebagai variable strategis.Pengadilan Agama Mukomuko dalam menjalankan tugas danfungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi MahkamahAgung RI sebagai lembaga pelaksana dan kekuasaan kehakiman diIndonesia.
1.2. POTENSI DAN PEMASALAHAN
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Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  penyelesaian  perkara secaraorganisasi,  administratif  dan  finansial, Pengadilan Agama Mukomukomelalui  Cetak  Biru (blue print) 2010-2035 dan Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakanstrategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.Pelaksanaan  kebijakan  tersebut  seperti  telah  disebutkan  sebelumnyatelah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disampingberbagai kemajuan yang  telah  dicapai Pengadilan Agama Mukomukomasih  dihadapkan  pada  beberapa  kondisi obyektif  yang  harusdiselesaikan  untuk  meningkatkan  kinerja  peradilan.
A. Kekuatan yang DimilikiKekuatan Peradilan Agama mencakup hal-hal yang memangsecara peraturan/perundang-undangan sudah diberikan sampaidengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:1. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;2. Pengelolaan satu atap;3. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;4. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasiperadilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru danrencana strategis lima tahunan;5. Memiliki pedoman perilaku hakim;6. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkansecara terbuka kepada publik;7. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi negara lain,antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawaseksternal.
B. KelemahanTinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut ini adalahkelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan
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a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikanmotivasi;b. Kepemimpinan berbentuk kolektif;c. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi polamanajemen modern;d. Pengadilan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat;e. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan.
2. Kebijakan Pengadilana. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan;b. Belum ada Undang Undang Contempt of Court yang dapatmenjaga kewibawaan pengadilan.
3. Sumber Dayaa. Pengadilan Agama Mukomuko tidak mempunyai wewenangdalam penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;b. Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Agama Mukomukotidak mencukupi kebutuhan dan kemampuan;c. Masih dibutuhkan penambahan pegawai dalam jumlahbesar;d. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;e. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat olehmasyarakat;f. Penyebaran hakim-hakim yang mampu memeriksa perkara-perkara khusus belum merata;g. Pola mutasi promosi menyulitkan pelaksanaan pengawasan;h. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit;i. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu padaasas-asas sistem modern;
4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)a. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambatpenanganan kasus;
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b. Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi danjumlah perkara yang masuk;c. Masih ada beberapa tunggakan perkara masa lalu yangharus diselesaikan;d. Hukum acara belum mendukung perubahan prosespengelolaan perkara;e. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT.
5. Kepuasan Pengguna PengadilanBelum memiliki mekanisne evaluasi yang dapat mengukurkepuasan terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayahPengadilan Agama Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
6. Keterjangkauan Pengadilana. Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarangmenuntut biaya tinggi;b. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal;c. Belum diterapkanya evaluasi penilaian kinerja;d. Belum adanya pengaduan masyarakat yang berbasisteknologi informasi.
7. Kepercayaan Publika. Fungsi pengawasan baik pengawasan melekat masih perluditingkatkan;b. Pengawasan belum dilakukan secara sistematis;c. Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan denganbaik.

C. Peluang yang DimilikiTinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuaidengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikutadalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukanperbaikan.
1. Area Manajemen dan KepemimpinanMeningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudahterlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Agama Mukomuko
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memiliki pemahaman yang sama mengani visi & misi tersebut,sehingga Pengadilan Agama Mukomuko dapat lebih efektifdalam mencapai tujuannya.
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan AgamaMukomuko yang sudah terlaksana, agar tiap aparat PengadilanAgama Mukomuko memiliki pemahaman dan informasi yangsama.
3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material,

Keuangan)a. Remunerasi yang telah meningkat;b. Sarana dan prasarana diklat yang memadai;c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik;d. Sistem rekrutmen yang sudah dimiliki saat ini perluditingkatkan agar sistem yang dimiliki ini mampumendapatkan kandidat-kandidat yang kompeten;e. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perluditingkatkan untuk dapat menciptakan efektivitas kinerjaPengadilan Agama Mukomuko;f. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan AgamaMukomuko dalam hal penempatan dalam suatu jabatanperlu mempertimbangkan individu yang tepat dalammenduduki suatu jabatan, agar kinerja dari PengadilanAgama Mukomuko menjadi lebih terorganisir dan menjadilebih efektif.
4. Area Proses Peradilana. Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Mukomuko danseluruh jajaran peradilan untuk berubah;b. Meningkatnya dukungan anggaran;c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan;d. Kontribusi publik dan masyarakat internasional;
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e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlulebih ditingkatkan, agar efektivitas proses dan kualitas dariputusan menjadi lebih baik.
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilana. Dukungan dan koordinasi dengan Pengadilan AgamaMukomuko dan FKPD Kabupaten Mukomuko harusditingkatkan;b. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan danpelayanan publik;c. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlulebih dimaksimalkan, agar para pihak/masyarakat merasahak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan AgamaMukomuko dapat lebih terarah dalam melakukanpembenahan lembaga;d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapatmemberikan kemudahaan akses bagi para pihak danmasyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur(transparan).
6. Area Pengadilan yang Terjangkaua. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara;b. Tersedianya dan masih beroperasinya sidang keliling;c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalammenentukan letak ruang sidang/pengadilan, perludipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat;d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlumempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
7. Area Kepercayaan Masyarakata. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif;b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran;c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat iniperlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenaihukum menjadi lebih baik;
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d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, darisisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan,agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkaninformasi yang akurat dan akuntabel.
D. Tantangan yang DihadapiTinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuaidengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikutadalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harusdipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikansebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinana. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saatini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktorpenggerak utama dari lembaga peradilan dalammenjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yangdimiliki oleh Peradilan Agama mampu disesuaikan ataudiadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantanganyang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebihmudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukankegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi;b. Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misimerupakan landasan dasar bagi Peradilan Agama dalammencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembagaperadilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semuaelemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Salahsatu faktor yang menyebabkan kurang tersosialisasikannyavisi dan misi ini juga disebabkan karena adanyaketerbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidangTI (Teknologi Informasi).
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengankebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan
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diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampumenjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan;b. Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yangditerapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi,hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yangada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyakjuga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran darikebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini pada umumnya terjadi karena adanyakasus/kejadian khusus, misalnya kasus yang melibatkanorang-orang penting/berpengaruh di Indonesia. Hal inimenunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luarlembaga,sehingga dapat mempengaruhi independensi darilembaga peradilan itu sendiri;c. Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI. Pada saat inisosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masihkurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknyakebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuanaparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.
3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material,

Keuangan)Fokus perhatian pada area ini adalah:a. Kurangnya sarana untuk meningkatkankemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalammenghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan ataukompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalammenghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat,serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkanagar lembaga peradilan memiliki sumber daya yang mampuberadaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi sertatantangan-tantangan yang dihadapi;
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b. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatanremunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkankesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnyaremunerasi ini diharapkan dapat meminimialisir terjadinyapungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dandiharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadilebih meningkat;c. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antaraparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggungjawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpangtindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkantanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan;d. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistempembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk daritanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelolasumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untukmemberikan kejelasan mengenai jenjang karir, sertamemberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparatperadilan dalam meningkatkan karirnya;e. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengankemampuan dan kapabilitasnya. Hal ini bertujuan untukdapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itusendiri. Dengan demikian diharapkan tiap-tiap bidangpekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertanganidengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja darilembaga peradilan;f. Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yangada di Pengadilan Agama Mukomuko tidak sesuai denganjumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan adanyapeningkatan jumlah Hakim diharapkan dapatmengoptimalkan kinerja pengadilan dan meminimalisirterjadinya tumpukan perkara;



Rencana Strategis 2015-2019 11

g. Belum adanya sistem reward & punishment. Sistem
reward dan punishment bertujuan untuk dapat mengontrolkinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapatlebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukanfungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkankinerjanya;h. Anggaran yang ada tidak sesuai dengankebutuhan. Anggaran yang diterima yang diajukanPengadilan Agama Mukomuko belum sesuai dengankebutuhan dan rencana yang diajukan. Oleh karena itudiharapkan dapat membuat suatu rancangan anggaran yangmampu memenuhi kebutuhan. Dengan terpenuhinyaanggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana danprasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasadan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakatterhadap jasa pengadilan.

4. Area Proses Internal Peradilana. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepatsuatu proses berperkara. Perbaikan sistem peradilandiperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi danefektivitas pengadilan agar dapat melakukan suatu prosesperkara secara efektif dan efisien;b. Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengankeadaan di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesiapada saat ini merupakan hukum yang diadaptasi dari hukumnegara Belanda, padahal banyak dari hukum-hukumtersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanganzaman atau tidak tepat bila diimplementasikan di Negara ini.
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilana. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapatmenampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkansuatu media yang dapat menampung aspirasi dari
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masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apayang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian darimasyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yangmenjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkanlembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yangmenjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untukmeningkatkan kinerjanya;b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudahdijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan denganperlunya suatu sistem yang mampu memberikan aksesinformasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakatmengenai apa saja yang terjadi di dalam lembagapengadilan;c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasanpengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuanuntuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampumemberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkandengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilanmemiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagailandasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalammembenahi diri.
6. Area Pengadilan yang TerjangkauLetak pengadilan yang sulit dijangkau olehmasyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan,masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh,terutama bagi mereka di daerah-daerah. Hal ini karenaPengadilan Agama yang ada di Provinsi Bengkulu belumterdapat di setiap kabupaten, sehingga menyulitkan masyarakatpencari keadilan yang berada jauh dari Kabupaten yang memlikiPengadilan Agama.
7. Area Kepercayaan Masyarakat
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a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepadamasyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalahmemberikan pengetahuan mengenai hukum kepadamasyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masihbanyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum.Seandaninya ada masyarakat yang mengerti hukum, namunpersepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapanhukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan darisosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuanyang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku,proses hukum, putusan dan lainnya;b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan.Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yangjujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan,putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi inisangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkankepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan;
c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini parastakeholder masih merasa banyaknya intervensi dari pihakluar terhadap lembaga peradilan selama proses persidanganberlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaanmasyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembagaperadilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dariintervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembagaperadilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilankepada masyarakat mampu menjadi lembaga yangindependen dan bebas dari intervensi pihak manapun.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja PengadilanAgama Mukomuko yang diselaraskan dengan  arah  kebijakan  dan  strategijangka  panjang  yang  telah ditetapkan  dalam Cetak  Biru  MahkamahAgung  RI  2010-2035  dan  arah  kebijakan dan  program  pembangunannasional  yang  telah  ditetapkan  dalam  Kerangka Rencana  PembangunanJangka  Menengah  Nasional  (2015-2019)  sebagai  dasar acuan  penyusunankebijakan,  program  dan  kegiatan  serta  sebagai  pedoman pengendaliankinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi danmisi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.Rencana  Strategis Pengadilan Agama Mukomuko 2015-2019 padahakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama  mengenai  upayaterencana  dan  sistematis  untuk meningkatkan  kinerja  serta  carapencapaiannya  melalui  pembinaan,  penataan, perbaikan,  penertiban,penyempurnaan  dan  pembaharuan  terhadap  sistem, kebijakan,  peraturanterkait  penyelesaian  perkara  agar  tercapai  proses  peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yangterjangkau,  kepercayaan  dan  kekeyakinan  publik  terhadap  peradilanserta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, makapelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingindiwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikanpandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan  dalam  menjalankantugas  dan  fungsi  dalam  mencapai  sasaran  atau  target yang ditetapkan.
2.1. VISI DAN MISIVisi Pengadilan Agama Mukomuko yang  akan menjadipandangan dan arah ke depan sebagai dasar  acuan  dalam  menjalankantugas  dan  fungsi  dalam  mencapai  sasaran  atau target yang ditetapkan
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dalam 5 tahun  ke depan  dan telah ditetapkan dalam Cetak BiruMahkamah Agung 2010-2035
Pengadilan Agama Mukomuko sebagai pengadilan tingkat pertama

yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan

kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan

benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama

Mukomuko telah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam visi Pengadilan

Agama Mukomuko yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG

MANDIRI, PROFESIONAL, DAN KOMPETITIF”

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap

bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung

yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik

demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang

didedikasikan dalam bentuk misi yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan tranparansi

serta akuntabel

2. meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama

Mukomuko dalam rangka peningkatan pelyanan prima pada masyarakat

dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis

Teknologi Informasi

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISDalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi Pengadilan AgamaMukomuko seperti  yang  telah dikemukakan diatas,  maka  visi  danmisi  tersebut  harus  dirumuskan  ke  dalam bentuk  yang  lebih  terarahdan  operasional  berupa  perumusan  tujuan  strategis organisasi.Tujuan  strategis  merupakan  penjabaran  atau  implementasidari  pernyataan  misi yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalamjangka  waktu  1  (satu)  sampai  5  (lima) tahun. Pengadilan Agama
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Mukomuko berusaha  mengidentifikasi  apa  yang  akan  dilaksanakanoleh  organisasi  dalam  memenuhi  visi  dan  misinya  dalammemformulasikan  tujuan strategis ini dengan mempertimbangkansumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusantujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan AgamaMukomuko untuk  mengukur  sejauh  mana  visi  dan  misi  telah  dicapaimengingat  tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misiorganisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilanDengan indikator tujuan sebagai berikut:
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya prosesperadilan yang pasti,transparan danakuntabel
Persentase sisa perkara yangdiselesaikan 100%Presentase penurunan sisaperkara 100%Persentase penyelesaianperkara tepat waktu 100%Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :
 Banding
 Kasasi
 PK 100%

Indeks responden pencarikeadilan yang puas terhadaplayanan peradilan 100%

2. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara Persentase isi putusan yangditerima oleh para pihak tepatwaktu 100%

Persentase perkara yangdiselesaikan melalui Mediasi 100%



Rencana Strategis 2015-2019 17

Persentase berkas perkara yangdimohonkan Banding, Kasasidan PK yang diajukan secaralengkap dan tepat waktu 100%

Persentase putusan      yangmenarik perhatian masyarakat(ekonomi syariah) yang dapatdiakses secara  online dalamwaktu 1 hari sejak diputus 100%

3. Meningkatnya aksesperadilan bagimasyarakat miskin danterpinggirkan
Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%Persentase perkara yangdisidangkan melalui sidang  diluar gedung pengadilan 100%Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum 100%Persentase Pencari KeadilanGolonganTertentu yangmendapat Layanan BantuanHukum (POSBAKUM) 100%

4. MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(dieksekusi) 100%

Sesuai  dengan  arah  pembangunan  bidang hukum  yang  tertuangdalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangkamewujudkan visi  Terwujudnya “Badan Peradilan Indonesia YangAgung”, maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan 4 sasaranstrategis sebagai berikut :1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkanMeningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNGSesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuangdalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangkamewujudkan visi  Terwujudnya Badan Peradilan  Indonesia Yang Agung,maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan.6. Meningkatnya  pelaksanaan  pengawasan  kinerja  aparat  peradilansecara optimal.7. Meningkatnya  pelaksanaan  penelitian,  pendidikan  dan  pelatihanSumber  Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA

MUKOMUKOSesuai dengan Indikator kirja utama Peradilan Agama dalamrangka mewujudkan visi  Terwujudnya Badan Peradilan  Indonesia YangAgung, maka Pengadilan Agama Mukomuko menetapkan 4 sasaransebagai berikut :1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
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Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.Untuk  mewujudkan  sasaran  strategis  proses  peradilan  yang  pasti,transparan  dan akuntabel,  ditetapkan  arah  kebijakan  sebagaiberikut  :a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;c. Presentase penurunan sisa perkara;d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :1) Banding;2) Kasasi;3) PK.e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layananperadilan.
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkaraJangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agungsesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkarapada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkarayang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalamjangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementarapenyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat bandingdiatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwaperkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkaratata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranyaterpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkanalasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
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Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalammereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya sertaterlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakatakan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agungdan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agungmengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah danUcapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harusditetapkan paling lama 3  (tiga) bulan  sejak berkas perkaraditerima oleh  Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangkawaktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang(misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidanayang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkarauntuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentangPenyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan TingkatBanding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwapenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama palinglambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkarapada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkaraMahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasamelakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuatterobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhispesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim courtsehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada,Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukumterlaksananya small claim court.
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Untuk  mewujudkan  sasaran  strategis Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan  arah  kebijakansebagai  berikut  :
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi danPK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat baik darisisi subyek dan obyeknya yang dapat diakses secara  online dalamwaktu 1 hari sejak diputus.

Sasaran Strategis 3    : Peningkatan  Akses  Peradilan  bagimasyarakat miskin dan terpinggirkanUntuk  mewujudkan  sasaran  strategis peningkatan  aksesperadilan  bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai denganarah kebijakan sebagai berikut  :
a. Persentase pembebasan perkara (prodeo) yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang  di luar gedungpengadilan;
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum;
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatLayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM).Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:1) Pembebasan perkara (prodeo) yang diselesaikanPembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, darisisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendalaketerbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkandengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporankeuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadaplayanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukanpublikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,
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penajaman estimasi baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran.2) Perkara yang disidangkan melalui sidang  di luar gedung pengadilanSidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selainmelayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin danterpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantumasyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (aktalahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau danmemenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkankarena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukanpenajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatanalokasi anggaran serta memperkuat kerja sama denganKementerian Agama.3) Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat LayananBantuan Hukum (POSBAKUM)Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakanuntuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuanmembayar advokat dalam hal membuat surat gugat, saran danpendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non

litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengandengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakanbantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingansecara materil didalam persidangan.
Sasaran Strategis 4      : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan PengadilanJangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah AgungRI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkarapada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkarayang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam
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jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementarapenyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat bandingdiatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwaperkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkaratata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranyaterpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkanalasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalammereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya sertaterlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakatakan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan MahkamahAgung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua MahkamahAgung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah danUcapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harusditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterimaoleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktupenanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang(misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidanayang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkarauntuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Nomor  : 2 tahun 2014 tentangPenyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan TingkatBanding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwapenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama palinglambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkarapada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara
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Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasamelakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuatterobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhispesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim

court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yangada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukumterlaksananya small claim court.
3.3. KERANGKA REGULASIDengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  :  25  tahun  2004tentang  sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  secara  tegasmenyatakan  bahwa  kerangka regulasi  menjadi  bagian  dari  salah  satudokumen  perencanaan  pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)menyatakan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi danProgram Presiden yang penyusunannya  berpedoman  pada  RPJMNasional,  yang  memuat  strategi pembangunan Nasional, kebijakanumum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,kewilayahan  dan  lintas  kewilayahan,  serta  kerangka ekonomi  makroyang  mencakup  gambaran  perekonomian  secara  menyeluruhtermasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupakerangka regulasi dan kerangka pendanaan.Seiring  dengan  diterbitkannya  UU  Nomor  :  25  tahun  2004tentang  sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  tersebut  diatasdan  UU  Nomor  :  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan  PeraturanPerundang-undangan,  guna  mendorong pencapaian  prioritaspembangunan  nasional  hususnya  terwujudnya  kepastian hukum makadiperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yangberkualitas.Dalam  melaksanakan  program  prioritas  pemerintah  yangtertuang  dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiapkementrian/lembaga maka kementerian/lembaga  dimaksud  harus
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menetapkan  kerangka  regulasi  yang dijadikan  sebagai  instrumentguna  pencapaian  sasaran  kelembagaan.  Kerangka regulasi  merupakanperencanaan  pembentukan  regulasi  dalam rangka memfasilitasi,mendorong  dan  mengatur  perilaku  masyarakat  dan  penyelenggaranNegara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bernegara.  Kerangka  regulasiini  diatur dalam  pasal  1  angka  14  Permen  PPN/Kepala  BappenasNomor  :  1  tahun 2014 tentang  pedoman  Penyusunan  RPJMN  2015 -2019 dan  Peraturan  sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentangPedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.Pengadilan Agama Mukomuko sebagai  salah  satu  lembagapemerintah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkandalam RPJM tahun 2015-2019 juga  harus  menetapkan  kerangkaregulasi,  penetapan  kerangka  regulasi  yang dibuat Pengadilan AgamaMukomuko sudah barang tentu akan  selalu seiring dengan kebijakanlembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi PengadilanAgama Mukomuko, dengan kerangka regulasi sebagai berikut :
Isu Strategis Arah Kebijakan2015-2019 Arah KerangkaRegulasi KebutuhanRegulasi Penanggungjawab LembagaTerkait

OptimalisasiManajemenPeradilanAgama
 Terwujudnyaprosesperadilan yangpasti,transparandan akuntabel
 Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
 Meningkatnyaaksesperadilan bagimasyarakatmiskin danterpinggirkan
 MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusan

 ImplementasiSK KMAtentangpercepatanpenyelesaianperkara,
 Penambahanvolume sidangkeliling,Posbankum,perkaraprodeo
 Peningkatanpelayananpublik.

 SE KetuaMahkamahAgung  Nomor: 2 tahun2014
 Perma Nomor1 Tahun 2015
 Perma Nomor1 Tahun 2014
 Pembuatan SKKetuaPengadilanAgama tentangTransparansipengelolaandanpertanggungjawaban biayaperkara
 Penetapan

Panitera PTABengkulu
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Pengadilan Biaya Prodeo
 Pembuatan SKKetuaPengadilanAgama tentangpelaksaaanSidang Keliling

3.4. KERANGKA KELEMBAGAANStruktur organisasi Pengadilan Agama Mukomuko terdiri daripimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural,Pejabat Fungsional dan Pegawai, seluruhnya berjumlah 21 orangPegawai dengan rincian sebagai berikut :1. Ketua 1 orang2. Wakil Ketua 1 orang3. Hakim 2 orang4. Panitera 1   orang5. Sekretaris 1   orang6. Panitera Muda Hukum 1   orang7. Panitera Muda Gugatan 1   orang8. Panitera Muda Permohonan 1   orang9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 1   orang10. Kasubbag Umum dan Keuangan 1 orang11. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan 1   orang12. Panitera Pengganti 1 orang13. Jurusita 1 orang14. Jurusita Pengganti -15. Staf 7 orangDalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agamayang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunanOrganisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera MudaPermohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, TI dan
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Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, dankasubbag umum dan keuangan , Panitera Pengganti dan Jurusita/JurusitaPengganti. Namun struktur organisaasi Pengadilan Agama tersebut telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama danperubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama tentang Peradilan Agama, kemudian petunjukpelaksanaan dan petunjuk teknisnya diatur lebih lanjut melalui PERMANomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraandan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiridari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera MudaGugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, KasubbagUmum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi danTatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan,Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyaitugas pokok dan fungsi antara lain:
- Ketua Pengadilan AgamaTugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan AgamaMukomuko yang bertugas dan bertanggung jawab atasterselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan danmelaksanakan pengawasan terhadapat penyelenggaraan peradilandengan dibantu oleh Wakil Ketua dengan mengelola (managerial skill),membuat rencana kerja (programming), mengatur pelaksanaan(organizing), melaksanakan rencana kerja (executing), dan mengawasipelaksanaan tugas (controlling), mengevaluasi pelaksanaan programkerja, serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa PengadilanAgama Mukomuko.
- Wakil Ketua Pengadilan AgamaTugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan AgamaMukomuko dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokokdan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Mukomuko serta
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mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada KetuaPengadilan Agama Mukomuko.
- HakimTugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkasperkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yangmenjadi wewenangnya baik dalam proses maupun  penyelesaiannyasampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua PengadilanAgama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek.Serta melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintahKetua.
- PaniteraTugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan KetuaPengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan pemberiandukungan di bidang teknis dan administrasi perkara sertamenyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara danmelaksanakan eksekusi.
- SekretarisTugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan KetuaPengadilan Agama Mukomuko dalam melaksanakan pemberiandukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber dayamanusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan

PelaporanTugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahanpelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaanteknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawabkepada Sekretaris.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
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Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahanpelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Kepala Sub Bagian Umum dan KeuanganTugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapanpelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggungjawabkepada Sekretaris.
- Panitera Muda GugatanTugas pokok dan fungsinya adalah memimpin danmengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatanserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaanmengevaluasi dan membuatlaporan/bertanggungjawab kepadaPanitera.
- Panitera Muda PermohonanTugas pokok dan fungsinya adalah memimpin danmengkoordinir/menggeraKkan seluruh aktivitas pada bagianpermohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalampelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawabkepada Panitera.
- Panitera Muda HukumTugas pokok dan fungsinya adalah memimpin danmengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaanmengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepadaPanitera.
- Panitera Pengganti



Rencana Strategis 2015-2019 30

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantuMajelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acaramembuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkaramenyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera mudahukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera.
- Jurusita Dan Jurusita PenggantiTugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaandan bertanggung jawab dengan Panitera.Dengan  memperhatikan Peraturan Ketua Mahkamah  AgungNomor 7 Tahun 2015 tentang Oganisasi dan Tata  Kerja  Kepaniteraandan Sekretariat Peradilan,  dapat  dipahami  bahwa PengadilanAgama Mukomuko dalam  melaksanakan  tugas  pokok  danfungsinya  baik  yang  terkait  dengan bidang teknis dan administrasiyustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratiftelah  membuat  kerangka  kelembagaan  yang  dijadikan  sebagaikerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Mukomuko dalammewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategisPengadilan Agama Mukomuko.Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Mukomuko yangsesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengansusunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera MudaPermohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan,Informasi Teknologi dan Pelaporan, Kasubbag  Kepegawaian,Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag umum dan keuangan, PaniteraPengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagaimana  berikut :
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANUntuk  mewujudkan  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  strategis,Pengadilan  Agama  Arga Makmur memiliki 4 sasaran program yang akandilaksanakan yaitu :
NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR
TARGET2015 2016 2017 2018 2019

1. Terwujudnyaproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabel
Persentase sisaperkara yangdiselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
Persentasepenyelesaianperkara tepat waktu 95% 96% 96% 97% 98%Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum :
 Banding
 Kasasi
 PK

99% 99% 99% 99% 99%
Indeks respondenpencari keadilanyang puas terhadaplayanan peradilan 90% 92% 95% 97% 99%

2. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentase isiputusan yangditerima oleh parapihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkarayang diselesaikanmelalui Mediasi 9% 10% 12% 15% 15%Persentase berkasperkara yangdimohonkanBanding, Kasasi danPK yang diajukansecara lengkap dantepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%
Persentase putusanyang menarikperhatianmasyarakat(ekonomi syariah)yang dapat diaksessecara  online dalamwaktu 1 hari sejakdiputus

- - 5% 5% 5%

3. Meningkatnyaakses peradilanbagi masyarakat Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
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miskin danterpinggirkan Persentase perkarayang disidangkanmelalui sidang  di luargedung pengadilan - - 100% 100% 100%
Persentase PerkaraPermohonan(Voluntair) IdentitasHukum 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase PencariKeadilanGolonganTertentuyang mendapatLayanan BantuanHukum(POSBAKUM)

- - - - -
4. MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan

Persentase PutusanPerkara Perdatayang Ditindaklanjuti(dieksekusi) - 82% 83% 85% 85%
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019Instansi : Pengadilan Agama Mukomuko Kelas IIVisi : Terwujudnya Pengadilan Agama Mukomuko yang AgungMisi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
No Tujuan

Target
jangka

Menengah
(5 Tahun)

Sasaran Strategis Target

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
1. Terwujudnyaproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabel

Persentase Sisa PerkaraPerdata Agama yangdiselesaikan 100% TerwujudnyaProses Peradilanyang Pasti,Transparan, danAkuntabel
Persentase Sisa PerkaraPerdata Agama yangdiselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Perkara PerdataAgama yang diselesaikanTepat Waktu 100% Persentase Perkara PerdataAgama yang diselesaikanTepat Waktu 95 % 96 % 96 % 97 % 98 %
Persentase Perkara yangTidak Mengajukan UpayaHukum Banding 100% Persentase Perkara yangTidak Mengajukan UpayaHukum Banding 99% 99% 99% 99% 99%
Persentase Perkara YangTidak Mengajukan UpayaHukum Kasasi 100% Persentase Perkara YangTidak Mengajukan UpayaHukum Kasasi 100% 100% 100% 100% 100%
Index Kepuasan PencariKeadilan 100% Index Kepuasan PencariKeadilan 90% 92% 95% 97% 99%

2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaian
Persentase Salinan PutusanPerkara Perdata yangdikirim kepada Para Pihaktepat waktu

100% PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaian
Persentase Salinan PutusanPerkara Perdata yangdikirim kepada Para Pihaktepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%
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Perkara Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi 100% Perkara Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi 9% 10% 12% 15% 15%Persentase Berkas Perkarayang Dimohonkan Banding,Kasasi, dan PK yang DiajukanSecara Lengkap dan TepatWaktu
100% Persentase Berkas Perkarayang Dimohonkan Banding,Kasasi, dan PK yang DiajukanSecara Lengkap dan TepatWaktu

100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Putusan Perkarayang Menarik PerhatianMasyarakat yang DapatDiakses Secara Online dalamWaktu 1 Hari Setelah Putus

100% Persentase Putusan Perkarayang Menarik PerhatianMasyarakat yang DapatDiakses Secara Online dalamWaktu 1 Hari Setelah Putus
- - 5% 5% 5%

3. MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan
Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan 100% MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan

Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Perkara yangDiselesaikan di Luar GedungPengadilan 100% Persentase Perkara yangDiselesaikan di Luar GedungPengadilan - - 100% 100% 100%
Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)

100% Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)
- - - - -

Persentase PerkaraPermohonan (voluntair)Identitas Hukum 100% Persentase PerkaraPermohonan (voluntair)Identitas Hukum 100% 100% 100% 100% 100%
4. MeningkatnyaKepatuhanterhadap PutusanPengadilan

Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindak lanjuti(Dieksekusi) 100% MeningkatnyaKepatuhanterhadapPutusanPengadilan
Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindak lanjuti(Dieksekusi) - 82% 83% 85% 85%

5. Terwujudnyapelaksanaanpengawasankinerja aparatperadilan secara
Persentase pengaduan yangditindaklanjuti 100% Terwujudnyapelaksanaanpengawasankinerja aparatperadilan secara

Persentase pengaduan yangditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
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optimal baikinternal maupuneksternal optimal baikinternal maupuneksternalPersentase temuan yangDitindaklanjuti 100% Persentase temuan yangDitindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%Terwujudnyatransparansipengelolaan SDMlembaga peradilanberdasarkanparameterobyektif

Persentase jabatan yangsudah memenuhi standarkompetensi sesuai denganparameter obyektif
100% Persentase jabatan yangsudah memenuhi standarkompetensi sesuai denganparameter obyektif

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pegawai yangtelah mendapatkanpengembangan kompetensi 100% Persentase pegawai yangtelah mendapatkanpengembangan kompetensi 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyapengelolaanmanajeriallembaga peradilansecara akuntabel,efektif dan efisien

Persentase terpenuhinyakebutuhan standar saranadan prasarana yangmendukung peningkatanpelayanan prima
100% Meningkatnyapengelolaanmanajeriallembagaperadilan secaraakuntabel, efektifdan efisien

Persentase terpenuhinyakebutuhan standar saranadan prasarana yangmendukung peningkatanpelayanan prima
100% 100% 100% 100% 100%

Persentase peningkatanproduktifitas kinerja SDM(SKP dan Penilaian PrestasiKerja)
100% Persentase peningkatanproduktifitas kinerja SDM(SKP dan Penilaian PrestasiKerja)

100% 100% 100% 100% 100%
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BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2015-2019diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengantuntutan dan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal daneksternal. Rencana strategis ini merupakan sarana untuk menggambarkanpeta permasalahan, titik lemah, peluang dan tantangan, program yangtetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.Rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2015-2019disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkansudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembangdi Indonesia.Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataanpembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini.Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembangpesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaganegara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menataptantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.Dengan rencana strategis Pengadilan Agama Mukomuko ini puladiharapkan dapat dijadikan tolak ukur capaian, arah, tujuan dan sasaranprogram selama lima tahun yaitu  tahun 2015-2019, sehingga visi dan misiPengadilan Agama Mukomuko dapat terwujud dengan baik.
Ketua,
Syarifah Aini, S.Ag.,M.H.INIP.196710051994031013


	Halaman Depan.pdf (p.1-2)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.3)
	DAFTAR ISI.pdf (p.4)
	BAB I(1).pdf (p.5-17)
	BAB II(1).pdf (p.18-21)
	BAB III(1).pdf (p.22-36)
	BAB IV(1).pdf (p.37-41)
	BAB V.pdf (p.42)

